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“Vans TAIBEAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KOTA BONTANG

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN

WALI KOTA BONTANG,

. bahwa pelaksanaan pengawasan kearsipan beluma.

terakomodir dalam pedoman tata kearsipan, sehingga perlu
diubah,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17

Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1
Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang2.

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

1



Menetapkan

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962):

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan3.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071):

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang5.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN TATA KEARSIPAN.
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Menetapkan

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962),

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan3.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286),NC

6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor17 Tahun 2017

tentang Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah

Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 7),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN TATA KEARSIPAN.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah
Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. penyelenggaraan kearsipan,

b. pengelolaan Arsip:

C. pembinaan dan pengawasan:

d. pelaporan, dan

e. sanksi administratif.

2. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

3. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Wali Kota bertanggung jawab melakukan pengawasan
kearsipan terhadap Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah

Daerah.

(2) Pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan

kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di

bidang kearsipan.
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(3) Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pengawasan kearsipan eksternal: dan

b. pengawasan kearsipan internal.

(4) Pengawasan atas penegakan peraturan perudang-undangan
dibidang kearsipan terdiri atas:

a. aspek administratif: dan

b. aspek pidana.

(5) Pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan
di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan atas

pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 34B

(1) Dalam penyelenggaraan pengawasan kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34A, Wali Kota membentuk Tim

Pengawasan kearsipan yang terdiri atas:

a. tim pengawasan kearsipan eksternal, dan

b. tim pengawasan kearsipan internal.

(2) Tim pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi

pengawasan dan/atau satuan pengawas internal di badan

usahamilik Daerah.

(3) Pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah

dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan

pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 17 Juni 2020
WALI KOTA BONTANG,

,“

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 17 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

PI.
—um

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 15
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